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BUPATI SUMBAWA 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 
NOMOR 2 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SUMBAWA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan 

Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri 
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam  Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
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Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
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Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 
2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

522); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumbawa Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa 
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 

dan 

BUPATI SUMBAWA 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  

DAERAH  TAHUN  ANGGARAN 2015. 
 

Pasal    1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 berupa laporan 
keuangan memuat :  

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. neraca; 

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah. 

 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut : 

a. Pendapatan  Rp. 1.305.142.444.242,40 

b. Belanja dan Transfer Rp. 1.329.968.305.103,51     

     Surplus/defisit   (Rp.  24.825.860.861,11) 
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c.  Pembiayaan  

 1. Penerimaan  Rp.   151.509.747.484,18 

 2. Pengeluaran  Rp.     15.813.369.363,00      

         Surplus/defisit   Rp. 135.696.378.121,18 

 
Pasal 3   

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 adalah sebagai berikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                     

(Rp.12.330.411.675.92) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pendapatan  

 setelah perubahan  Rp. 1.317.472.855.918,32 
2. Realisasi  Rp. 1.305.142.444.242,40 

 Selisih lebih/(kurang) (Rp.    12.330.411.675,92) 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                                

(Rp.123.126.258.265,49)  dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran belanja   

 setelah perubahan  Rp. 1.453.094.563.369,00 

2. Realisasi  Rp. 1.329.968.305.103,51   
                    Selisih lebih/(kurang) (Rp.   123.126.258.265,49)    

 c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah                     
Rp.110.795.846.589,57 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp.  135.621.707.450,68) 
2. Realisasi   (Rp.    24.825.860.861,11) 

  Selisih lebih/(kurang)  Rp.  110.795.846.589,57 

 d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp.6.432.500,00 dengan rincian sebagai  berikut : 

1. Anggaran penerimaan pembiayaan  
    setelah perubahan  Rp.  151.503.314.984,18 

 2. Realisasi  Rp.  151.509.747.484,18 
 Selisih lebih/(kurang) Rp.            6.432.500,00 

 e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah (Rp.68.238.170,50)  dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pengeluaraan pembiayaan  

    setelah perubahan   Rp.    15.881.607.533,50 
b. Realisasi   Rp.    15.813.369.363,00 

 Selisih lebih/(kurang) (Rp.         68.238.170,50) 

 f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 

Rp.74.670.670,50 dengan rincian sebagai berikut : 

 1. Anggaran pembiayaan neto setelah   

    perubahan   Rp.  135.621.707.450,68 
2. Realisasi   Rp.  135.696.378.121,18 

 Selisih lebih/(kurang) Rp           74.670.670,50 

 
Pasal 4 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut : 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal  Rp. 151.503.314.984,18 

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan  

    Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp.151.503.314.984,18) 

                      Sub Total  Rp.                         0,00 
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c. Silpa/(Sikpa)  Rp.  110.870.517.260,07 

                      Sub Total Rp.  110.870.517.260,07 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan 

    Tahun Sebelumnya  Rp.                        0,00 

e. Lain-lain Rp.                        0,00 

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir  Rp.  110.870.517.260,07 

 

 

Pasal  5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 

31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah aset   Rp. 2.695.792.686.071,75 

b. Jumlah kewajiban  Rp.       3.444.670.228,26 
c. Jumlah ekuitas dana   Rp. 2.692.348.015.843,49  

 

 
Pasal 6 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf d, adalah sebagai berikut : 

a. Pendapatan   Rp. 1.381.534.266.278,73 

b. Beban   Rp. 1.213.697.708.264,79 

Surplus/Defisit dari Operasi Rp. 167.836.558.013,94 

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan  

Non Operasional Rp.                        0,00  

      d. Surplus/Defisit sebelum  

pos luar biasa Rp. 167.836.558.013,94 

  e. Pos Luar Biasa  (Rp.      211.488.500,00) 

   Surplus/Defisit-LO  Rp.   67.625.069.513,94 

 
 

Pasal  7 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan                      31 

Desember 2015 sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal  

 per 1 Januari 2015  Rp.    151.520.037.297,18 

b. Arus kas dari aktivitas operasi  Rp.    235.368.002.162,89 

c. Arus kas dari aktivitas investasi   (Rp.   276.163.967.387,00) 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp.              6.432.500,00 

e. Arus kas dari aktivitas transitoris  (Rp.           28.151.787,00)  

f.  Saldo kas akhir  
 per 31 Desember 2015  Rp.    110.748.350.336,07 

 
Pasal 8 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf f, adalah sebagai berikut : 

 a. Ekuitas awal  Rp. 2.619.488.243.728,64 

b. Surplus/Defisit LO  Rp.    167.625.069.513,94 

c.Dampak kumulatif perubahan   

 kebijakan/kesalahan mendasar  (Rp.     94.765.297.399,09) 

 1. Penyisihan piutang  (Rp.          930.024.170,77) 
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 2. Akumulasi penyusutan  (Rp.   399.115.889.413,21) 

 3. Amortisasi  (Rp.           48.244.992,00) 

 4. Koreksi ekuitas terkait asset tetap 

  Dan aset tak berwujud  Rp.    311.862.534.060,00 

 5. Koreksi ekuitas lainnya  (Rp.       6.533.672.883,11) 

d.Ekuitas akhir  Rp. 2.692.348.015.843,49 

 
Pasal  9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk tahun anggaran 2015 memuat 
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos 

laporan keuangan. 

 

 
Pasal  10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam :  

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; 

 Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program dan kegiatan; 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan negara; 

 Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per 

jabatan; 

 Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah; 

 Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

 Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan 
aset tetap daerah; 

 Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan 
aset lainnya; 

 Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
berikutnya (DPA-L); 

 Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan 

 Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah 

b. Lampiran II :  Neraca; 

c. Lampiran III : Laporan arus kas; 

d. Lampiran IV : Laporan operasional; 

e. Lampiran V : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

f. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas; 

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 
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Pasal  11 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (2) berupa Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 
daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal  12 

Bupati Sumbawa menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

 
Pasal  13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumbawa. 

 
Ditetapkan di Sumbawa Besar 

pada tanggal 25 Agustus 2016 
         

BUPATI SUMBAWA, 
 

ttd 
 
M. HUSNI DJIBRIL 

 
Diundangkan di Sumbawa Besar 

pada tanggal 25 Agustus 2016  
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, 
 

 ttd 
 
                              RASYIDI 

  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 2 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,  

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  NOMOR 63 TAHUN 2016 
 
 

Disalin sesuai dengan aslinya oleh : 

an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa 
Asisten Pemerintahan 

u.b. 

Kepala Bagian Hukum 
 

 
 

 
 

I KETUT SUMADI ARTA, SH. 

Pembina Tingkat Tk.I (IV/b) 
NIP. 19691231 199403 1 094 

PENJELASAN 
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ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 

NOMOR 2 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 
 

I. UMUM 

  Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2015 disusun untuk memenuhi azas akuntabilitas 

dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk 
pertanggungjawaban Bupati Sumbawa kepada rakyat Sumbawa melalui 

DPRD Kabupaten Sumbawa yang telah memberikan amanat untuk 
menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sumbawa. 

 

  Peraturan Daerah ini memuat laporan keuangan yang meliputi 
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan 
Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi NTB dan mendapat 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta dilampiri dengan Ikhtisar 
Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

 
Peraturan Daerah ini terdiri dari 8 (delapan) lampiran yaitu : 

 
a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran 

 Lampiran I.1. : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, 
belanja dan pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program dan kegiatan; 
 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 

daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 
keuangan negara; 

 Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; 
 Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah; 

 Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
 Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah; 

 Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 
lainnya; 

 Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran berikutnya (DPA-L); 
 Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; 
 Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah. 

 
b. Lampiran II : Neraca 

 
c. Lampiran III : Laporan arus kas 

 
d. Lampiran IV : Laporan operasional 
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e. Lampiran V  : Laporan perubahan saldo anggaran lebih 
 

f. f. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas 
f.  

 g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan 
 

f. h. Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah 
 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 
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